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Abstract
This study discusses pragmatism in the process of candidacy for DPR members carried out by
a political party, namely the NasDem Party in the 2019 Election. As is known, the NasDem
Party is still a new party, but was able to gain a significant increase in votes. Departing from
Purbolaksono's research which categorizes the NasDem Party as a catch-all party type, and
refers to several expert definitions and previous research on pragmatism, this paper describes
how pragmatism occurs in the candidates for legislative members from the NasDem Party.
Using the analytical descriptive method, this research begins with a description of how the
Nasdem Party's candidacy was carried out, then continued by an analysis accompanied by
field facts that support the author's analysis. The findings of this study are that pragmatism in
the NasDem Party's candidacy process occurs in 4 (four) forms, namely 1) an open
recruitment system that provides opportunities for candidates who change parties before the
candidacy process; 2) ideology that is no longer the main thing in the candidacy process; 3)
the use of profit and loss logic in the candidacy process; and 4) the existence of a screening
process (without going through the Bacaleg program) for legislative candidates who are
considered to have the potential to gain votes.
Keywords: candidacy; NasDem Party; pragmatism; political party; 2019 Election
Abstrak
Penelitian ini membahas mengenai pragmatisme pada proses kandidasi calon anggota DPR
yang dilakukan oleh partai politik yaitu Partai NasDem pada Pemilu 2019. Sebagaimana
diketahui, Partai NasDem masih tergolong partai baru, namun mampu memperoleh
peningkatan suara yang signifikan. Berangkat dari penelitian Purbolaksono yang
mengkategorikan Partai NasDem sebagai tipe catch-all party, serta merujuk pada beberapa
definisi ahli dan penelitian terdahulu mengenai pragmatisme, tulisan ini menggambarkan
bagaimana pragmatisme terjadi dalam proses kandidasi calon anggota legislatif dari Partai
NasDem. Dengan menggunakan metode deskriptif analistis, penelitian ini diawali dengan
deskripsi mengenai bagaimana kandidasi dilakukan oleh Partai Nasdem, kemudian diikuti
dengan analisis yang disertai dengan fakta-fakta lapangan yang mendukung analisa penulis.
Temuan dari penelitian ini adalah bahwa pragmatisme dalam proses kandidasi Partai
NasDem terjadi dalam 4 (empat) bentuk, yaitu: 1) sistem rekrutmen terbuka yang memberi
peluang terhadap caleg yang pindah partai menjelang proses kandidasi; 2) ideologi yang
tidak lagi menjadi hal yang utama dalam proses kandidasi; 3) penggunaan logika untung
rugi dalam proses kandidasi; dan 4) adanya proses penjaringan (tanpa melalui program
Bacaleg) terhadap caleg-caleg yang dianggap berpotensi mendulang suara.
Kata Kunci: kandidasi; Partai NasDem; partai politik; Pemilu 2019; pragmatisme
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PENDAHULUAN
Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi yang penting dari partai politik.
Sebagaimana disebutkan oleh Dalton dan Martin P. Watternberg (2000), bahwa salah satu
fungsi partai politik antara lain adalah sarana rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari
jabatan publik. Miriam Budiarjo (1995) menyebutkan bahwa rekrutmen politik berfungsi untuk
mencari anggota baru dan mengajak individu yang (dinilai) memiliki bakat untuk
berpartisipasi dalam proses politik. Dalam pengertian umum rekrutmen politik mencakup
bagaimana partai merekrut anggota (Reuven Y. Hazan, 2009). Namun secara khusus—
dalam konteks pemilihan umum—rekrutmen politik sering merujuk pada seleksi kandidat
(kandidasi) rekrutmen legislatif dan eksekutif (Sigit Pamungkas, 2011).
Membahas hal yang terkait dengan proses kandidasi menjadi penting dan menarik
karena proses kandidasi merupakan salah satu penentu dari kualitas hasil pemilu. Mada
Sukmajati dalam penelitiannya mengenai kandidasi dalam partai politik menyebutkan
bahwa proses pemilu yang secara prosedural telah diselenggarakan secara demokratis,
meskipun juga masih banyak menyimpan persoalan, ternyata tidak selalu dapat
menghasilkan wakil rakyat yang mumpuni untuk menjawab kebutuhan riil yang ada, dan
salah satu penyebabnya adalah proses kandidasi yang masih bermasalah di internal partai
politik (Sukmajati, 2014). Dengan kata lain, proses, hasil, dan dampak pemilu ternyata sangat
bergantung pada input kepada pemilu itu sendiri, yakni kualitas para caleg yang dihasilkan
dari proses kandidasi. Mada menambahkan bahwa proses kandidasi yang demokratis akan
menghasilkan para kandidat yang benar-benar memiliki kapasitas untuk menjawab semua
kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, proses kandidasi yang tidak demokratis akan
menghasilkan kepemimpinan yang tidak memiliki kualitas. Oleh karena itu, menjadi penting
untuk mendiskusikan bagaimana proses kandidasi itu dilaksanakan oleh partai politik.
Salah satu permasalahan yang mengemuka dalam proses kandidasi yang dilakukan
oleh partai politik adalah terjadinya pragmatisme. Pragmatisme itu sendiri secara umum
didefinisikan sebagai sebuah perilaku politik yang disesuaikan dengan kondisi dan tujuan
praktis ketimbang tujuan yang bersifat ideologis (Heywood, 1992). Berdasarkan definisi
tersebut, maka pragmatisme dalam konteks kandidasi merupakan perilaku politik yang
disesuaikan dengan tujuan praktis dari proses kandidasi tersebut, yakni bagaimana
memperoleh calon-calon yang berpotensi untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya
sehingga dapat memenangkan partai dalam pemilu. Karena bagaimana pun, salah satu
tujuan partai politik dalam mengikuti pemilu adalah menang. Bahkan, partai politik dapat
dikatakan memiliki kewajiban untuk memenangkan pemilu, karena bagaimana mungkin
akan mendorong pelaksanaan ideologi dan platform partai jika sebuah partai politik tidak
memiliki wakilnya di jabatan-jabatan publik (eksekutif maupun legislatif)? (Sukmajati, 2014).
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Pragmatisme dalam proses kandidasi dinilai sebagai salah satu masalah mendasar
karena cenderung membuat partai politik untuk lebih berorientasi kepada kemenangan
pemilu ketimbang melihat kualitas calon. Darmawan (2015) menyebutkan bahwa saat ini
partai politik cenderung untuk mencari calon yang dapat menang dalam pemilu dan akan
kooperatif ketika meraih jabatan. Dalam kaitan itu, memilih calon yang tidak memiliki
reputasi, tidak memiliki uang, dan memiliki sedikit jaringan membuat partai politik wajib
berusaha keras untuk membuat calon tersebut terpilih, dan hal tersebut tentu tidak efisien
untuk partai politik (Masket, 2009). Dengan kata lain, elektabilitas calon akan lebih
diprioritaskan di atas kualitas calon. Dengan demikian, caleg yang dihasilkan dari proses
kandidasi yang pragmatis cenderung akan lebih dipertanyakan kualitas dan kapasitasnya
dalam memimpin dan menjadi wakil rakyat.
Pragmatisme telah menjadi kecenderungan dalam banyak partai politik saat ini
(Darmawan, 2015). Di antara 3 (tiga) tipologi partai politik menurut Angelo Panebianco
(1988), yakni partai elit (elite party), partai massa (mass party), dan catch-all party atau
partai lintas kelompok, perilaku politik pragmatisme cenderung dilakukan oleh partai politik
dengan tipe catch-all party. Burhanudin Muhtadi dalam bukunya yang diterbitkan
menjelang Pemilu 2014 menyebutkan, kecenderungan pragmatisme di tubuh partai politik
dapat dilihat dari makin mengarahnya partai politik kepada catch-all party, yaitu partai
politik yang berusaha meraup semua segmen pemilih sambil menjauhkan diri dari pemilih
ekstrim yang jumlahnya sedikit (Muhtadi, 2013). Format catch-all party yang posisinya berada
di antara kutub dikotomi partai elit dan partai massa, sangatlah mengagungkan prinsip
pragmatisme dan rasionalitas sebagai pilar penyangga sistem politik yang demokratis
(Imawan, 2004). Partai lintas kelompok ini didasarkan pada pemikiran bahwa masyarakat
memiliki banyak pilihan dalam kehidupan sehari-hari yang lebih memajukan pilihan rasional
daripada ideologi yang klasik (Purbalaksono, 2011). Rod Hague and Martin Harrop (2004)
menyebutkan bahwa partai tipe ini akan mencari dukungan elektoral di mana pun mereka
bisa menemukan dukungan tersebut, dan tujuan dari partai ini bukanlah untuk mewakili,
melainkan untuk memerintah. Bahkan, penelitian Kenawas dan Fitriani (2013) menyebutkan
bahwa sebagian besar partai politik Indonesia adalah catch-all party yang nyaris tidak
peduli membangun institusi partai yang baik. Perhatian utama mereka adalah bagaimana
memenangkan pemilu dan mendanai operasi partai. Mekanisme seleksi dan promosi
bukanlah perhatian utama mereka. Oleh karena itu, banyak partai politik Indonesia yang
kemudian mencalonkan selebriti, petahana, dan anggota dinasti politik.
Selanjutnya, menurut Purbolaksono (2019), terdapat 7 (tujuh) partai yang dapat
dikategorikan sebagai catch-all party yaitu Partai NasDem, Golkar, Hanura, PDI Perjuangan,
Demokrat, PKB, dan Gerindra. Namun, penulis lebih memilih Partai NasDem karena
dibandingkan dengan dua partai lainnya, hanya Partai NasDem yang mengalami kenaikan
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suara yang sangat signifikan pada Pemilu 2019, dan diikuti dengan kenaikan perolehan kursi
dari 35 kursi pada Pemilu 2014 menjadi 59 kursi pada Pemilu 2019. PDI Perjuangan, Gerindra,
dan PKB mengalami kenaikan kursi namun tidak signifikan, Partai Golkar dan Demokrat
mengalami penurunan kursi, sedangkan Partai Hanura bahkan tidak memperoleh kursi
karena tidak lolos parliamentary treshold (KPU, 2019). Dengan kata lain, dalam Pemilu 2019
Partai NasDem berhasil mencapai tujuannya yakni memperoleh peningkatan suara dan kursi
yang signifikan dalam pemilu. Meski Paertai NasDem belum menjadi partai dengan
perolehan suara dan kursi terbanyak sebagaimana Partai PDI Perjuangan.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berasumsi bahwa Partai NasDem yang
tergolong catch-all party tentu juga menganut prinsip pragmatisme dan rasionalitas,
termasuk dalam proses kandidasi yang dilakukan menyongsong Pemilu 2019. Asumsi inilah
yang akan penulis diskusikan dalam tulisan ini, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana
perilaku pragmatisme tersebut dikongkritkan dalam proses kandidasi. Kemudian, penelitian
ini memiliki kebaruan dalam hal cakupan bahasan dan objek penelitian. Beberapa
penelitian sebelumnya, tidak secara spesifik membahas mengenai pragmatisme dalam
proses kandidasi yang dilakukan oleh sebuah Partai Politik yang suaranya meningkat
signifikan dalam Pemilu. Setidaknya ada 5 (lima) penelitian terdahulu yang membahas
mengenai pragmatisme politik. Pertama, paper Firman Noor (2009) yang menunjukkan
bagaimana pragmatisme politik terjadi dan dilakukan oleh partai politik dan calon legislatif.
Namun, penelitian Noor tersebut difokuskan pada masa kampanye menjelang Pemilu dan
oleh partai politik secara umum, bukan dalam konteks kandidasi oleh partai tertentu.
Kemudian, penelitian kedua dilakukan oleh Warjio (2010) yang meneliti mengenai
pragmatisme Partai Dakwah dalam Pemilu 2009, yang memfokuskan pada penyebab
munculnya perilaku pragmatisme pada kebijakan partai dakwah dalam menghadapi
Pemilu 2009, dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Warjio menyimpulkan bahwa
penyebab utama sikap pragmatisme oleh PKS adalah karena PKS lebih memilih politik
kekuasaan daripada politik dakwah, meski dengan resiko harus ditinggalkan oleh beberapa
pendiri, anggota, atau konstituennya.
Penelitian ketiga, dilakukan oleh Miftah Faried Hadinatha (2018), yang memfokuskan
pragmatisme dari sudut pandang personal politisi, bukan oleh partai politik. Miftah
berkesimpulan bahwa pragmatisme politisi terwujud dalam bentuk perilaku politik politisi
yang hanya gencar saat menjelang pemilu, saat mendapat jabatan, dan juga ditambah
dengan masalah dinasti politik. Selain itu, ada juga penelitian Helmi Mahadi (2011) dan
Endah Yuli Ekowati (2019) yang keduanya membahas mengenai pragmatisme partai politik
dalam proses pembentukan koalisi dan pencalonan pada pilkada, sehingga berbeda
dengan cakupan pembahasan dalam penelitian ini yang membahas proses kandidasi
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dalam pemilu. Keduanya berkesimpulan bahwa cara-cara pragmatis yang digunakan
partai politik dalam menentukan koalisi dan pasangan calon dalam pilkada disebabkan
karena tujuan partai politik ikut dalam kontestasi hanya berorientasi pada kemenangan
untuk memperoleh kekuasaan.
Oleh karena itu, penelitian mengenai pragmastisme dalam proses kandidasi Partai NasDem
memiliki signifikansi dalam hal kebaruannya pada cakupan dan objek penelitian yang belum
dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang tentunya akan berimplikasi pada relevansi serta
keberlakuan teori-teori dan konsep yang sudah pernah ada. Cakupan penelitian berupa
proses kandidasi pada Pemilu 2019, dan objek penelitian berupa salah satu partai politik
peserta Pemilu yang dikategorikan sebagai catch-all party yang memperoleh kenaikan
suara yang signifikan, yakni Partai NasDem. Selain itu, secara praktis penelitian ini akan
memberikan gambaran bagaimana sebuah partai melakukan proses kandidasi yang
bermuara kepada pemenangan pemilu, yang dalam konteks kinerja partai yang efektif, bisa
menjadi rujukan bagi para kontestan pemilu pada pemilu mendatang.
METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam menyusun tulisan ini adalah metode kualitatif, karena
peneliti ingin memahami sebuah fenomena secara lebih mendalam untuk kemudian
mengambil kesimpulan setelahnya. Sebagaimana disebutkan oleh David Marsh dan Gerry
Stoker (2011), bahwa peran metode kualitatif dalam Ilmu Politik terbukti memberikan
sumbangan penting terhadap pemahaman kita tentang fenomena politik dan
penjelasannya. Fenomena politik yang peneliti uraikan untuk dipahami secara lebih
mendalam pada tulisan ini adalah pragmatisme dalam proses kandidasi yang dilakukan
oleh Partai NasDem pada Pemilu Anggota DPR Tahun 2019.
Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan
pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari
para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke
tema-tema umum, dan menafsirkan makna data (John W. Creswell, 2016). Dalam kaitan ini,
tema yang khusus adalah beberapa hal yang menyebabkan pragmatisme, kemudian akan
dianalisis menjadi tema yang lebih umum yakni pragmatisme itu sendiri. Objek penelitian
penulis adalah Partai NasDem. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengambil
data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam
(indepth interview) untuk memperoleh informasi mengenai proses rekrutmen partai NasDem
yang dilalui oleh Caleg mulai dari tahapan Bacaleg hingga menjadi Caleg. Penulis juga
mengunakan data sekunder berupa studi literatur, berbagai pemberitaan media, dan
informasi lainnya seperti web site partai, web site KPU, dan berbagai media sosial.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum menganalisis mengenai bagaimana pragmatisme terjadi dalam proses
kandidasi oleh Partai NasDem, penulis terlebih dahulu akan mendeskripsikan bagaimana
proses kandidasi dilakukan oleh Partai NasDem pada Pemilu 2019, berdasarkan hasil data
dan dokumen yang penulis miliki. Untuk mengelaborasi proses kandidasi tersebut, penulis
menggunakan pemikiran Hazan dan Rahat (2006) yang menyebutkan bahwa terdapat 4
(empat) hal penting dalam sebuah proses rekrutmen, yakni (1) siapa yang dicalonkan; (2)
siapa yang memutuskan; (3) di mana calon diputuskan; dan (4) bagaimana calon
diputuskan. Dalam menguraikan 4 hal tersebut, penulis akan mengacu pada aturan normatif
Partai NasDem yang digunakan dalam proses kandidasi, yakni Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) meliputi PO Nomor: 01.B-PO/DPP-
NasDem/1/2017 Tentang Bakal Calon Legislatif Pemilu 2019 dan PO Nomor: 1 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pendaftaran Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019.
Siapa Yang Dicalonkan
Hal pertama yang akan penulis deskripsikan adalah mengenai siapa yang dapat
dinominasikan sebagai calon (kandidasi). Ketentuan Pasal 1 angka 2 PO Nomor 01.B-
PO/DPP-NasDem/1/2017 menyebutkan bahwa Bacaleg adalah kader partai dan setiap
orang yang mencalonkan diri melalui Partai NasDem dan mengikuti program Bacaleg. Pasal
tersebut lebih diperjelas oleh Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Peserta Program
Bacaleg adalah kader, pengurus partai dan sayap, Anggota DPR, Anggota DPRD Partai
NasDem dan setiap orang yang berkeinginan memperjuangkan visi, misi, dan program Partai
NasDem dengan menjadi Calon Anggota Legislatif dari Partai NasDem. Beberapa organisasi
sayap Partai NasDem antara lain Gerakan Masa Buruh (Gemuruh), Liga Mahasiswa Nasdem,
Garda Pemuda Nasdem, Badan Advokasi Hukum Nasdem, dan Garnita Malahayati Nasdem.
Kemudian, Pasal 8 ayat (3) mengatur bahwa Peserta Program Bacaleg wajib memiliki KTA
atau Kartu Tanda Peserta pada saat mendaftarkan diri. Ketentuan tersebut menunjukkan
bahwa siapa pun bisa berpeluang menjadi caleg Partai NasDem, sepanjang bersedia dan
menjadi anggota Partai NasDem dan mengikuti program Bacaleg.
Pendaftaran Bacaleg Partai NasDem dibuka secara luas pada tanggal 1 Maret 2017
sebagaimana yang disebutkan oleh Sekretaris Bappilu Pusat Partai NasDem, Willy Aditya.
Pada saat itu, Willy menyebutkan bahwa Partai NasDem secara resmi membuka
pendaftaran Bacaleg melaui program Indonesia Memanggil yang bisa diikuti di seluruh
Indonesia. Selain itu, Willy menegaskan bahwa NasDem sebagai partai terbuka dan program
bacaleg merupakan bagian dari proses kebebasan berdemokrasi (partainasdem.id, 1 Maret
2017). Lebih lanjut Willy mengatakan bahwa untuk setiap kader NasDem yang ingin menjadi
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anggota legislatif di semua tingkatan, wajib mengikuti program Bacaleg tersebut,
sedangkan bagi mereka yang belum menjadi kader NasDem, harus menjadi kader NasDem
terlebih dahulu.
Selain proses pendaftaran, terdapat jalur lain dalam proses kandidasi yang dilakukan
oleh Partai NasDem. Jalur tersebut disebut dengan jalur penjaringan. Ketentuan tersebut
diatur pada Pasal 6 PO Nomor 01.B-PO/DPP-NasDem/1/2017, yang menyebutkan bahwa
Bapilu membuka pendaftaran Program Bacaleg dan secara aktif melakukan penjaringan
terhadap setiap orang yang memiliki potensi menjadi calon legislatif. Bentuk dari
penjaringan tersebut adalah dengan cara jemput bola dan disebut sebagai program talent
scouting. Sasaran dari talent scouting ini adalah tokoh-tokoh lokal, atau caleg-caleg
berpotensi yang berasal dari TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Daerah, dan
Anggota DPR dan DPRD yang berasal dari Partai lain yang sedang menjabat. Berdasarkan
ketentuan Pasal 8 ayat (2) PO Nomor 01.B-PO/DPP-NasDem/1/2017, diatur bahwa unsur-unsur
tersebut tidak wajib mengikuti Program Bacaleg. Adapun caleg-calegnya telah diinventarisir
oleh Bappilu di setiap tingkatan dan atau Komando Pemenangan Wilayah.
Dengan demikian, jika disimpulkan, terkait dengan “siapa yang dicalonkan”,
terdapat 3 kelompok besar, yakni kelompok pertama adalah masyarakat umum, kelompok
kedua adalah kader/pengurus partai/sayap, dan kelompok ketiga adalah kelompok yang
dihasilkan dari metode penjaringan dan tidak wajib mengikuti program Bacaleg, seperti
tokok-tokoh lokal yang berpengaruh, dan caleg yang berasal dari unsur TNI/Polri, Aparatur
Sipil Negara (ASN), Kepala Daerah, dan Anggota DPR dan DPRD yang berasal dari Partai lain
yang sedang menjabat. Setelah tahapan pendaftaran, tiga kelompok besar tersebut
kemudian mengikuti tahapan berikutnya yakni kegiatan-kegiatan sebagai Bacaleg,
riset/survei Bacaleg, sampai dengan penyerahan nama-nama Bacaleg yang dianggap
layak oleh Bappilu kepada Ketua Umum untuk ditetapkan.
Siapa Yang Memutuskan (Selectorat)
Hal kedua terkait dengan siapa yang melakukan dan memutuskan seleksi calon
(selectorat). Dari beberapa ketentuan yang diatur dalam dua PO Partai NasDem di atas,
diketahui bahwa yang melakukan seleksi calon Anggota DPR adalah Badan Pemenangan
Pemilu (Bappilu) tingkat Pusat yang akan membahas dan menetapkan Daftar Calon
Sementara (DCS) dalam Rapat Pleno Pusat. Hal tersebut sebagaimana tugas dan
wewenang Bappilu yang tertuang dalam Pasal 5 PO Nomor 01.a-PO/DPP-NasDem/I/2017.
Meskipun demikian, penetapan akhir mengenai susunan Daftar Calon dan penentuan
nomor urut merupakan hak prerogatif Ketua Umum sebagaimana Pasal 16 dan Pasal 17.
Namun, dalam menentukan daftar akhir dan nomor urut serta dapil caleg, Ketua Umum
dibantu oleh tim inti dari Bapilu Partai NasDem yang kemudian disebut sebagai Tim Tujuh,
yang anggota tersaji pada tabel di bawah ini.
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Tabel 1. Daftar Anggota Tim 7 Partai NasDem







Pemilu Jawa 1 (Banten, DKI)
Ketua Tim (Caleg Tdk
Terpilih)
2. Willy Aditya; Ketua Teritorial Pemenangan





3. Taufik Basari, S.H.,
S.Hum, LL.M;
Ketua Bid Hukum dan HAM Anggota (Caleg Terpilih)





5. Lestari Moerdijat Anggota Majelis Tingkat
Tinggi dan Koordinator







Ketua Bidang Pertanian dan
Maritim DPP Partai Nasdem
Anggota (Gubernur NTT
per 2018–2023)




Sumber: Wawancara dengan Willy Aditya dan diolah dari berbagai sumber, 2021
Di Mana Calon Diseleksi
Hal ketiga, terkait dengan di mana calon diseleksi. Proses penyeleksian Bacaleg
diawali di dapil masing-masing selama kurang lebih 6 bulan dari bulan Mei s.d Desember
2017, dan disebut sebagai “Masa Kerja Bacaleg”. Pada masa tersebut, Bacaleg diwajibkan
melakukan beberapa kegiatan antara lain sosialisasi dan pengenalan diri Bacaleg dan
Partai NasDem ke masyarakat melalui alat peraga, kegiatan sosial, komunikasi politik dengan
tokok-tokoh masyarakat setempat, dan/atau kegiatan dan kerja lain yang berhubungan
dengan program Bacaleg. Terkait dengan tahapan ini, Willy Aditya mengatakan bahwa
setelah dinyatakan lolos administrasi pendaftaran Bacaleg, pada bakal calon-calon legislatif
tersebut bisa mensosialisasikan dirinya sebagai calon legislatif (caleg) dari Partai NasDem
mulai tanggal 1 Mei hingga 31 Desember 2017 (Willy Aditya, 2021). Kemudian, sebagaimana
telah diuraikan pada bagian sebelumnya, Bacaleg akan ditetapkan sebagai caleg oleh
Bappilu dan Ketua Umum. Dengan demikian, proses kandidasi caleg Partai NasDem, pada
awalnya dilakukan di setiap dapil masing-masing, dan diakhiri dengan penetapan secara
serentak di tingkat pusat melalui mekanisme pleno oleh Bappilu dan ditetapkan oleh Ketua
Umum.
Bagaimana Calon Diputuskan
Hal keempat adalah bagaimana calon diputuskan. Ketentuan Pasal 18 PO Nomor: 1
Tahun 2018 menyebutkan bahwa penetapan daftar dan nomor urut caleg merupakan hak
prerogatif Ketua Umum, dengan mempertimbangkan 3 (tiga) hal, yakni: 1) jabatan pada
struktur kepartaian/badan/sayap partai; 2) calon petahana; 3) calon yang mempunyai
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popularitas dan elektabilitas tinggi dan partisipasi aktif dalam membesarkan partai.
Sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam memutuskan daftar calon dan nomor urut,
Ketua Umum dibantu oleh Tim Tujuh. Sebelum memberikan masukan kepada Ketua Umum,
Tim Tujuh secara langsung melakukan koordinasi dengan seluruh tim di dapil untuk
melakukan pendekatan ilmiah (scientific approach), dengan menggunakan survey
elektabilitas bakal calon. Survey elektabilitas yang dilakukan Partai Nasdem dalam Pemilu
2019 secara eksklusif melibatkan 4 (empat) lembaga riset dan survey, antara lain: 1)
Poltracking; 2) Indikator; 3) Chatra Politika Indonesia; dan 4) Pusat Demokrasi dan HAM
(Pusdeham) (Willy Aditya, 2021). Hasil survei itulah yang kemudian menjadi salah satu
pertimbangan Ketua Umum dalam memutuskan daftar akhir calon dan nomor urut beserta
dapilnya.
ANALISIS
Mengacu pada uraian pada bagian pendahuluan mengenai konsepsi pragmatisme
serta merujuk pada deskripsi mengenai proses kandidasi yang dilakukan Partai NasDem di
atas, maka beberapa hal berikut ini menunjukkan bagaimana pragmatisme terjadi dalam
proses kandidasi tersebut. Pertama, sistem open recruitment yang diberlakukan oleh partai
NasDem pada tahapan awal proses kandidasi, berimplikasi pada banyaknya caleg
petahana dari partai lain dan kemudian menjadi caleg Partai NasDem. Fenomena tersebut
dikenal dengan istilah switching party. Berdasarkan data CSIS, Partai NasDem menerima
paling banyak caleg pindahan, yaitu 7 dari Hanura, 5 dari Gerindra, 3 dari Demokrat, 2 dari
PKB, 2 dari PAN, dan 2 dari PPP, dengan total 20 caleg (detik.com, 15 Januari 2019).
Mekanisme kandidasi yang sangat terbuka memberikan peluang caleg dari partai manapun
untuk langsung bergabung dengan Partai NasDem, tanpa harus menjadi kader selama
jangka waktu tertentu. Siapapun dan dari mana pun asalnya, setiap orang bisa
mendaftarkan diri untuk ikut seleksi menjadi caleg Partai NasDem. Menurut LIPI, keterbukaan
dalam partisipasi politik publik sebagai buah reformasi, oleh partai politik memang
dipandang sebagai peluang untuk mendapatkan kader-kader politik potensial tanpa harus
melalui proses perkaderan (Ikra Nusa Bakti, 2011), dan inilah yang dimanfaatkan oleh Partai
NasDem. Terlebih Partai NasDem bersedia mendukung secara finansial bagi petahana partai
lain yang harus mundur dari jabatan mereka selama poroses bacaleg berlangsung. (Willy
Aditya, 2021)
Selain caleg petahana yang pindah partai, ada juga kader partai lain yang pindah
ke Partai NasDem. Biasanya hal tersebut disebabkan oleh konflik internal partai asalnya yang
kurang menguntungkan bagi “karir” yang bersangkutan, seperti yang terjadi di Partai Hanura.
Menjelang Pemilu 2019 lalu, beberapa kader dan anggota Partai Hanura beramai-ramai
pindah ke beberapa partai, termasuk Partai NasDem, akibat adanya konflik internal berupa
dualisme kepengurusan (cnnindonesia.com, 16 Januari 2018). Selain itu, hal lain yang juga
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menyebabkan kader partai lain berpindah ke Partai NasDem adalah posisi yang tidak lagi
strategis di partai asalnya dan sebaliknya diberikan posisi yang lebih strategis oleh Partai
NasDem. Salah satu contoh adalah yang dialami oleh Awang Faroek selaku Gubernur
Kalimantan Timur dua periode yang kecewa dengan Partai Golkar akibat posisi sebagai
sesepuh partai yang diberikan kepadanya, yang dianggap sebagai posisi yang tidak lagi
strategis. Sementara di waktu yang hampir bersamaan, Awang diberikan posisi sebagai
Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Timur
(nasional.tempo.co, 19 Oktober 2016).
Perilaku pindah partai sebagaimana diuraikan di atas, oleh Riswandha Imawan
dalam pidatonya pada saat pengukuhan sebagai guru besar, disebut sebagai salah satu
implikasi dari adanya pragmatisme dan rasionalitas dalam berpolitik. Imawan menyebutkan,
bahwa pragmatisme dan rasionalitas yang bertumpu pada keuntungan individual,
memungkinkan hadirnya kaum oportunis dalam dunia politik, semisal “kutu loncat” dan
orang-orang yang merasa dilahirkan spesial untuk menjadi wakil rakyat, dan karenanya
mereka berhak berpindah-pindah partai selama menjamin eksistensi mereka sebagai
anggota parlemen (Imawan, 2004). Imawan menambahkan bahwa mereka hanya mau
menikmati kekuasaan, dan siap berpindah ketika kekuasaan itu meredup. Fenomena pindah
partai sebagai ciri dari pragmatisme dan oportunisme juga ditegaskan oleh Siti Zuhro dari LIPI.
Zuhro menyatakan bahwa tindakan kutu loncat itu menunjukkan sifat memanfaatkan situasi
politik, yang betul-betul menunjukkan adanya pragmatisme dan atau oportunisme di partai
yang tak bisa disangkal lagi. Lebih lanjut, Zuhro menegaskan bahwa politisi melakukan itu
semata-mata mengejar kemenangan dan kekuasaan, dan sama sekali tak memikirkan
amanah sebagai wakil rakyat harus diembannya nanti (lipi.go.id, 25 Juni 2013).
Dari sisi Partai NasDem, membuka pendaftaran seluas-luasnya yang pada akhirnya
memberikan peluang masuknya caleg petahana atau kader dari partai lain secara instan,
tentu dilakukan untuk memanfaatkan basis massa dari caleg tersebut-yang tidak hilang
meskipun sang caleg telah berpindah partai untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya
dengan tujuan akhir memenangkan pemilu. Inilah karakteristik yang khas dari prinsip
pragmatisme. CSIS menyebutkan bahwa caleg petahana yang direkrut oleh Partai NasDem
adalah caleg petahana yang telah memiliki basis massa, basis pemilih yang jelas, sudah
memiliki jaringan, sehingga merupakan paket caleg yang dianggap lengkap. Dengan
merekrut sejumlah caleg petahana dari partai lain tersebut, Partai NasDem berharap ada
penambahan suara, khususnya di 11 dapil dari 20 dapil yang di dalamnya terdapat caleg
petahana tersebut, yang pada Pemilu 2014 Partai NasDem belum atau tidak memperoleh
kursi. Inilah yang menurut CSIS merupakan salah satu strategi NasDem yakni ‘membajak’
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caleg-caleg yang sudah ‘jadi’, dan tidak perlu kerja dari awal (news.detik.com, 15 Januari
2019).
Selanjutnya, hal kedua yang menunjukkan pragmatisme dalam proses kandidasi
Partai NasDem adalah kecenderungan dikesampingkannya-jika tidak ingin mengatakan
dilupakannya-ideologi dan platform partai dalam proses kandidasi. Hal ini terkait dengan
keberadaan Partai NasDem sebagai catch all-party. Maksud dari tipe ini adalah terdapat
kecenderungan memudarnya ideologi partai berdasarkan tawaran program kampanye. Di
sisi lain, program yang ditawarkan lebih rasional dan berupaya menjangkau segmen pemilih
yang lebih luas (Purbolaksono, 2019). Purbolaksono menyebutkan bahwa tipe partai ini tidak
mewakili aliran ideologi manapun seperti aliran agama maupun nasionalis. Tipe partai ini
menganggap bahwa ideologi tidak mampu menjadi acuan dalam menyelesaikan
persoalan yang riil di masyarakat. Kirchheimer dalam Imawan (2004) juga menyebutkan
bahwa dengan prinsip pragmatisme dan rasionalitas tersebut, masyarakat dimungkinkan
untuk berfikir tentang “politik tanpa alur” (politic without cliches), tidak menjadi tawanan
ideologi, sehingga masyarakat mampu menyikapi berbagai masalah tanpa prakonsepsi,
tanpa distorsi ideologis, dan tanpa kekakuan bersikap partisan. Lebih lanjut, Firman Noor
(2009) menyebutkan bahwa salah satu yang turut mempercepat munculnya pendekatan
pragmatisme adalah kondisi internal partai politik yang hingga kini masih belum mampu
untuk memberikan dukungan dalam membentuk karakter caleg yang kuat dan berkarakter
idealis. Menurut Noor, hal tersebut berhubungan dengan dua persoalan internal partai, yakni
1) sistem rekrutmen yang cenderung dimudahkan dan karenanya menjadi tidak disiplin.
Perekrutan partai sedemikian memunculkan kader-kader partai yang kurang teruji dalam
memahami aspek idelogis serta komitmen-komitmen dasar yang menjadi karakter dan fokus
perjuangan sebuah partai; dan 2) kondisi ini kemudian diperburuk dengan kaderisasi yang
tidak berjalan dengan baik. Kaderisasi biasanya tidak berlangsung secara berkala dan pada
umumnya sering kali harus mengalah dengan kepentingan politik instan yang disepakati
secara eksklusif oleh pimpinan partai. Kerap ditemui pula popularitas sebagai pertimbangan
utama dalam menentukan jenjang karier seseorang dalam partai politik.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam konteks kandidasi, penulis melihat bahwa
Partai NasDem lebih memperhatikan faktor elektabilitas dan popularitas figur atau
ketokohan caleg ketimbang hal-hal yang bersifat ideologis atau platform partai. Hal tersebut
nampak dari pertimbangan yang digunakan oleh Ketua Umum yang memiliki hak prerogatif
beserta Tim 7 dalam menentukan daftar akhir caleg dari Partai NasDem. Ketentuan Pasal 18
PO Nomor: 1 Tahun 2018 menyebutkan bahwa dalam penentuan nama dan nomor urut,
Ketua Umum hanya mempertimbangkan 3 (tiga) hal, yakni 1) jabatan pada struktur
kepartaian/ badan/ sayap partai; 2) calon petahana; 3) calon yang mempunyai popularitas
dan elektabilitas tinggi dan partisipasi aktif dalam membesarkan partai. Tidak ada
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pertimbangan yang bersifat ideologis seperti misalnya sejauh mana caleg mengetahui dan
memahami ideologi dan platform Partai NasDem, atau apakah caleg harus memiliki ideologi
yang sama dengan Partai NasDem.
Selain itu, Partai NasDem juga sangat mengandalkan hasil survei elektabilitas caleg
dalam menentukan daftar akhir dan nomor urut serta dapil caleg. Terdapat 4 (empat)
lembaga survei yang mereka kontrak secara ekslusif untuk melakuan survei di seluruh dapil
untuk seluruh tingkatan pemilu. Berdasarkan Pasal 22 PO Nomor 01.B-PO/DPP-
NasDem/1/2017, tujuan survei tersebut adalah untuk menilai kedikenalan, kedisukaan,
kedipilihan, yang terukur di setiap daerah pemilihan. Tujuan tersebut jelas menggambarkan
betapa elektabilitas calon menjadi hal yang sangat utama dalam proses kandidasi Partai
NasDem. Metode inilah yang oleh Partai NasDem disebut dengan scientific approach di
dalam menentukan daftar calon, nomor urut, dan dapil caleg (Willy Aditya, 2021). Willy
menyebutkan bahwa Partai NasDem membutuhkan kemenangan dalam pemilu, dan oleh
karenanya harus dipastikan caleg yang diusung adalah caleg yang memiliki elektabilitas
tinggi dan bisa meraih suara sebanyak-banyaknya. Dengan prinsip demikian, maka dalam
merekrut caleg, Partai NasDem tidak terlalu mengedepankan pemahaman caleg terhadap
ideologi partai. Prinsip inilah yang menjadi salah satu persoalan internal partai saat ini, yakni
perekrutan partai sedemikian rupa yang memunculkan kader-kader partai yang kurang teruji
dalam memahami aspek idelogis serta komitmen-komitmen dasar yang menjadi karakter
dan fokus perjuangan sebuah partai (Noor 2009).
Hal ketiga, terkait dengan definisi pragmatisme menurut Mahadi (2011) yang
mengutip Imawan, bahwa dalam sebuah partai yang pragmatis, suatu keputusan tidak lagi
berlandaskan standing point ideologi, melainkan mempertimbangkan logika untung rugi.
Logikan untung rugi adalah logika pasar, di mana keinginan konsumen menjadi
pertimbangan utama bagi produsen dalam memproduksi barang. Dalam konteks ini, apa
yang dijual oleh Partai NasDem, dalam hal ini adalah caleg, sangat tergantung atau akan
disesuaikan dengan keinginan konsumen dalam hal ini pemilih di dapil yang menjadi arena
kontestasi caleg. Dengan menggunakan logika ini, dalam menentukan komposisi caleg dan
nomor urutnya, Partai NasDem sangat memerhatikan kebutuhan konsumen di masing-
masing dapil. Menurut pengamatan penulis, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan
bagaimana Partai NasDem sangat memerhatikan kebutuhan ataupun karakter pemilih di
dapil tertentu.
Pertama, di beberapa dapil tertentu yang bukan merupakan basis massa Partai
NasDem, caleg yang ditetapkan sebagai caleg Partai NasDem dan diandalkan akan
mendulang suara di dapil tersebut adalah caleg yang merupakan kepala daerah/atau
mantan kepala daerah atau setidaknya memiliki hubungan kekerabatan dengan mantan
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kepala daerah di wilayah yang menjadi cakupan dapil tersebut. Hal tersebut dilakukan
dengan pertimbangan bahwa di dapil tersebut, keberadaan Partai NasDem sebagai
sebuah partai politik tidaklah terlalu penting. Oleh karena itu, caleg yang diajukan di dapil
tersebut adalah caleg yang dianggap mampu menjawab kebutuhan masyarakat di dapil
masing-masing. Terbukti dengan keberhasilan yang bersangkutan atau kerabat yang
bersangkutan pada kontestasi pemilu sebelumnya atau pemilihan kepala daerah. Faktanya,
terdapat beberapa caleg dengan kategori seperti itu yang berhasil menjadi caleg terpilih.
Beberapa contoh dari kebijakan tersebut adalah penetapan Lisda Hendrajoni yang
merupakan istri dari Bupati Pesisir Selatan yang merupakan cakupan wilayah Dapil Sumbar I.
Partai NasDem menyadari bahwa Dapil Sumbar bukanlah dapil milik NasDem, termasuk juga
bukan basis massa Jokowi sebagai capres yang diusung oleh Partai NasDem. Oleh
karenanya, caleg yang diusung Partai NasDem di dapil Sumbar I tidak perlu menonjolkan
Partai NasDem ataupun Jokowi. Contoh lain adalah Hillary Brigitta Lasut di Dapil Sulawesi
Utara yang merupakan anak dari Bupati Kepulauan Talaud. Sebagaimana diketahui, pada
Pemilu 2014, Partai NasDem tidak memperoleh kursi di dapil Sulawesi Utara (KPU, 2014). Selain
itu, terdapat beberapa nama lain yang ditempatkan pada dapil-dapil yang bukan
merupakan basis massa Partai NasDem, yang pada Pemilu 2014 diketahui Partai NasDem
tidak memperoleh kursi di dapil tersebut, sabagaimana tersaji pada tabel berikut ini.
Tabel 2. Caleg Terpilih Partai NasDem Pada Dapil Bukan Basis Massa NasDem
No Nama Caleg Dapil Hubungan Kekerabatan dengan Pejabat
1 Prananda Surya Paloh Sumut I Anak Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh
2 Delmeria Sumut II Istri Walikota Sibolga
3 Hj. Sri Kustina Sumsel II Istri Bupati PALI, Heri Amaliando
4 Percha Leanpuri Sumsel II Anak Gubernur Sumatera Selatan, Herman
Deru
5 Yessy Melania Kalbar II Anak Bupati Melawi, Panji
6 Abdullah Tuasika Maluku Adik Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal
7 Arkanata Akram Kalimantan
Utara
Anak Gubernur Kalimantan Utara, Irianto
Lambrie
Sumber: diolah dari infopemilu.kpu.go.id, 2021
Hal kedua yang menunjukkan bahwa Partai NasDem sangat memerhatikan
kebutuhan ataupun karakter pemilih di dapil tertentu dalam proses kandidasi, adalah pada
Dapil Nusa Tenggara Timur dan Dapil Papua. Dapil tersebut merupakan basis massa Jokowi
sebagai capres yang diusung oleh Partai NasDem pada Pilpres 2019, bersama dengan PDI
Perjuangan, Partai Golkar, dan PKB. Kondisi tersebut menyebabkan Partai NasDem lebih
menonjolkan Jokowi dalam kampanye yang dilakukan di dapil tersebut. Namun, menyadari
bahwa dapil tersebut juga merupakan basis massa PDI Perjuangan, maka untuk meraih hasil
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yang maksimal, dalam proses kandidasi Partai NasDem juga mengajukan Kristiana Mukti
yang merupakan Istri Bupati Timor Tengah Utara, dan Ratu Ngadu Bonu yang merupakan Istri
Mantan Bupati Sumba Barat Daya. Strategi kolaborasi tersebut memang seringkali
digunakan oleh partai yang melihat ada peluang untuk melakukannya demi meraih suara
sebanyak-banyaknya (Darmawan, 2021). Strategi tersebut membuahkan hasil yang
signifikan yakni Partai NasDem mampu menjadi partai dengan perolehan suara tertinggi di
dapil Nusa Tenggara Timur, mengalahkan PDI Perjuangan di tempat kedua dan Partai Golkar
di tempat ketiga (pemilu2019.kpu.go.id). Raihan tersebut juga membuat Partai NasDem
berhasil memperoleh total 3 kursi yang berasal dari Dapil NTT I sebanyak 1 kursi dan Dapil NTT
II sebanyak 2 kursi. Raihan serupa juga terjadi di Dapil Papua, di mana NasDem
mencalonkan Roberth Row sebagai tokoh lokal sekalligus merupakan caleg pindahan dari
Partai Gerindra yang berhasil terpilih pada Pemilu 2014. Di Dapil tersebut Partai NasDem
mengalami kenaikan suara hampir 3 kali lipat dan meraih tambahan kursi dari 1 menjadi 3
kursi, termasuk di dalamnya Robert Row sebagai caleg terpilih.
Fakta di atas menunjukkan, bahwa dalam proses kandidasi, Partai NasDem sebagai
catch-all party menggunakan logika pasar yakni logika untung rugi, dalam hal ini kalah
menang dalam Pemilu. Dengan kata lain, strategi yang diterapkan dalam penentuan daftar
calon di masing-masing dapil, adalah memerhatikan apa yang menjadi kebutuhan
masyarakat di dapil tersebut dengan logika bahwa jika kebutuhan tersebut dipenuhi, maka
kemenangan dalam pemilu dapat lebih terjamin. Dengan begitu, meski di satu sisi partai
akan cenderung tidak memiliki warna yang jelas, namun di sisi lain, dalam konteks dapil
tertentu, partai akan lebih mendapat perhatian di ruang-ruang publik dan tentu akan
menjadi pilihan dalam pemilu. Hal ini merupakan salah satu ciri dari catch-all party yang
memiliki prinsip pragmatisme, dan oleh karena itu, sebagaimana disebutkan oleh Smith (2009)
mengenai catch-all party, dalam konteks politik kepentingan catch-all party adalah partai
politik yang efektif. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian banyak partai politik
dewasa ini yang akhirnya cenderung beralih ke catch-all party, baik yang semula
merupakan partai elit, maupun yang merupakan partai massa.
Hal keempat yang menjadi ciri dari kuatnya kesan pragmatisme dalam proses
kandidasi Partai NasDem, adalah adanya jalur penjaringan caleg yang dilakukan selain jalur
pendaftaran. Ketentuan ini diatur pada Pasal 8 ayat (2) PO Nomor 01.B-PO/DPP-
NasDem/1/2017. Jalur penjaringan dianggap sebagai jalur yang eksklusif karena tidak wajib
untuk mengikuti program Bacaleg. Caleg yang melalui jalur ini antara lain TNI/Polri, Aparatur
Sipil Negara (ASN), Kepala Daerah, dan Anggota DPR dan DPRD yang berasal dari Partai lain
yang sedang menjabat. Hal yang penulis garis bawahi pada bagian ini adalah bahwa jalur
tersebut menunjukkan adanya keaktifan dari Partai NasDem untuk mencari caleg yang
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memang benar-benar hampir pasti menjadi caleg terpilih, berdasarkan tingkat elektabillitas
dari masing-masing caleg.
Contoh yang paling kongkrit dari hal di atas adalah Gubernur Kalimantan Timur
Awang Faroek dua periode (2008-2013 dan 2013-2018). Kapasitas Awang sebagai Gubernur
dua periode meyakinkan Partai NasDem bahwa dia layak menjadi caleg yang “dilamar”
oleh Partai NasDem, bahkan diberikan jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai
NasDem Provinsi Kalimantan Tmur. Dengan kapasitas tersebut, Awang dianggap punya basis
massa yang menjanjikan dan loyal, sebagaimana yang diakui oleh Awang sendiri, mengenai
apa yang akan ia berikan ketika bergabung dengan Partai NasDem. Awang menyatakan ia
memiliki basis massa di belakang yang setia kepadanya, yang akan mengikuti jejaknya
bergabung ke NasDem dan siap memberikan dampak yang positif bagi Partai NasDem
pada Pemilu 2019 (nasional.tempo.co).
Selain “melamar” Awang, caleg lain yang juga “dipinang” oleh Partai NasDem
adalah Lisda Hendrajoni (caleg Sumbar I). Lisda yang notabene adalah seorang ibu rumah
tangga, diminta secara khusus oleh Partai NasDem untuk menjadi Caleg dari Dapil Sumbar I,
mengingat kapasitasnya sebagai istri Bupati Pesisir Selatan yang menjadi cakupan wilayah
dapil Sumbar I (Lisda Hendrajodi, 2021). Menurut keterangan Lisda, berdasarkan beberapa
kali survey, ia berhasil berada di posisi teratas, sehingga pada akhirnya mengantarkannya
menjadi calon terpilih di dapil tersebut. Caleg lain yang langsung mendapat tawaran khusus
dari Partai NasDem adalah Arkanata Akram, anak Gubernur Kalimantan Utara Irianto
Lumbrie. Arkanata Akram dianggap mampu mendulang suara bagi Partai NasDem dengan
kapasitasnya sebagai anak Gubernur, mengingat dapil Kalimantan Utara merupakan dapil
baru pada Pemilu Anggota DPR tahun 2019 (sebelumnya masih menjadi satu dengan
Kalimantan Timur). Selain itu, ada juga Yessi Melania, anak Bupati Melawi, Panji yang menjadi
sasaran dari program penjaringan Partai NasDem tersebut. Sebagaimana dituturkan oleh
Willy Aditya:
“Banyak dari kami yang datang langsung ke beberapa kandidat kandidat
potensial seperti anak Gubernur Kalimantan Utara...Kita tahu di sana tersedia tiga
kursi, hal tersebut berat sekali sehingga harus dipikirkan bagaimana caranya agar
dapat satu dari tiga kursi tersebut…oleh karena itu kita minta anak Gubernurnya,
meski awaalnya kita minta istrinya tapi istrinya tidak bersedia. Kemudian juga di
Dapil Kalimantan Barat, di situ juga terdapat tiga kursi, dan kita minta anaknya Pak
Panji sebagai Bupati Melawi”
Keaktifan Partai NasDem dalam proses penjaringan caleg-caleg yang dianggap berpotensi
mendulang suara tersebut, yang bahkan memiliki jalur kandidasi tersendiri di luar program
Bacaleg, menunjukkan betapa Partai NasDem benar-benar berorientasi pada peningkatan
perolehan suara di Pemilu 2019, dan cenderung mengesampingkan adanya batas-batas
ideoleogi dan platform partai, yang menjadi ciri khas catch-all party dengan prinsip
pragmatismenya. Faktanya, seluruh caleg yang penulis contohkan di atas berhasil menjadi
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menyumbangkan suara terbanyak bagi Partai NasDem dan akhirnya menjadi caleg terpilih
di dapil masing-masing.
Sebagai bagian akhir dari analisis, penulis mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal Partai
NasDem Johnny G. Plate yang mengatakan bahwa pada Pemilu 2019, Partai Nasdem
memasang calon anggota legislatif yang memiliki elektabilitas tinggi di dapilnya, dan tidak
menampik bila partainya dibilang pragmatis. Menurut Johnny, Partai Nasdem hanya
bersikap realistis kala menghadapi Pemilihan Anggota Legisltif (Pileg) 2019 yang
ketenarannya tenggelam di bawah bayang-bayang Pemilihan Presiden (Pilpres) (tirto.id, 25
April 2019). Pernyataan tersebut, menurut penulis, sudah cukup mewakili sikap dan kebijakan
Partai NasDem dalam proses kandidasi menyongsong Pemilu 2019. Pragmatisme dalam
proses kandidasi Partai NasDem telah penulis uraikan dengan detail, dan menjadi lanjutan
ataupun mengisi kekosongan pada penelitian-penelitian terdahulu. Meski masih
menggunakan rujukan teori dan konsep yang kurang lebih sama dengan yang digunakan
dalam penelitian terdahulu, penulis menguraikan pragmatisme dalam tulisan ini dengan
konteks yang lebih kekinian dan lebih terfokus pada satu tipe partai tertentu yang
cenderung memiliki prinsip pragmatisme, yakni catch-all party. Dengan demikian,
mencermati kecenderungan partai politik saat ini, bukan tidak mungkin prinsip Partai
NasDem tersebut akan digunakan oleh partai lain, mengingat prinsip tersebut telah terbukti
masih relevan hingga sekarang.
KESIMPULAN
Pada bagian analisis, penulis telah menguraikan bagaimana pragmatisme terjadi dalam
proses kandidasi Partai NasDem menyongsong Pemilu 2019. Prinsip tersebut, jika dalam
konteks kepentingan kekuasaan sesaat, tentu akan memberikan manfaat yang segera
dapat dinikmati oleh yang menerapkannya. Pragmatisme juga dalam sudut pandang yang
positif, dapat lebih mendekatkan partai atau negara dengan konstituen atau rakyatnya
karena apapun yang diinginkan oleh pemilih, itulah yang disediakan oleh partai. Dengan
begitu, kebutuhan masyarakat dapat dengan segera dipenuhi. Namun, di sisi lain, dalam
konteks kepentingan yang lebih besar dan jangka panjang, pragmatisme merupakan prinsip
yang pada gilirannya akan menjadi bom waktu, baik bagi negara maupun partai politik. Bisa
dibayangkan bagaimana kualitas produk undang-undang dan mekanisme pengawasan
yang dilakukan dewan perwakilan jika caleg yang terpilih menjadi wakil rakyat dan bertugas
sebagai pembuat undang-undang, berasal dari orang-orang yang hanya mengandalkan
popularitas dan elektabilitas, yang dihasilkan dari proses kandidasi yang menerapkan prinsip
pragmatisme.
Selain itu, bagi partai politik, prinsip pragmatisme akan membuat partai politik terlena
dengan kemenangan dalam pemilu, dan terus berpolitik tanpa ideologi serta tanpa warna
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yang jelas. Sebagaimana yang menjadi ciri dari pragmatisme itu sendiri, maka di saat
sebuah partai politik sudah habis masa jayanya, partai politik tersebut akan ditinggalkan
oleh caleg atau kadernya, menuju partai politik lain yang lebih baru dan lebih menjanjikan
untuk berkarir. Dengan begitu, maka kaderisasi partai politik jelas tidak akan berjalan, dan ini
tentu sangat jauh menyimpang dari fungsi ideal yang diamahkan kepada partai politik itu
sendiri. Dalam konteks itulah, dalam rangka upaya pelembagaan partai politik yang
berkualitas dan sesuai dengan fungsinya, maka sudah saatnya prinsip pragmatisme tersebut
ditinjau ulang penerapannya, terutama untuk kepentingan yang lebih besar dan jangka
panjang. Dengan pelembagaan internal dan kaderisasi di tubuh partai politik yang
diperkuat, diharapkan dapat menghadirkan produk politik yang lebih berkualitas.
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